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di  
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Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) pada Mahkamah Agung serta pengusulan dari Ketua Pengadilan Tinggi dan 

evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka kami sampaikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Badan Pengawasan selaku Tim Penilai Internal (TPI) akan segera melaksanakan 

evaluasi atas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk tahun 2021; 

2. Guna mengefektifkan kegiatan evaluasi tersebut di lingkungan peradilan umum, 

maka diharapkan kepada seluruh satuan kerja terkait untuk segera menyiapkan 

Laporan Hasil PMPZI berupa : 

a. Laporan Hasil PMPZI; 

b. Lembar Kerja Evaluasi (LKE); 

c. Data Dukung yang relevan dan terkini (update); 

3. Seluruh dokumen tersebut agar segera dipenuhi melalui 

https://pmpzi.mahkamahagung.go.id paling lambat 28 Februari 2021. Adapun 

unit kerja yang sebelumnya telah menggunakan aplikasi tersebut dapat 

menggunakan username dan password yang telah ada, sedangkan untuk unit 

kerja yang baru menginput/mengisi untuk pertama kali agar menggunakan 

username: zi dilanjutkan enam digit kode satuan kerja Keuangan DIPA 01, 

contoh: zi060606, dengan password: 12345678. 

  

https://pmpzi.mahkamahagung.go.id/


 

 

Demikian disampaikan agar segera dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab. 

 
DIREKTUR JENDERAL 

BADAN PERADILAN UMUM, 
 
 
 
 

PRIM HARYADI 
 

Tembusan disampaikan kepada : 

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial MA RI; 

3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan MA RI; 

4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 

5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. 


